
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 38 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2024 sampai dengan triwulan II memperlihatkan 
adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, 
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 
kegiatan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran 
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
tahun beIjalan, maka perlu dilakukan penyesuaian pada 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 
ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
linEkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2' Tahun 202-2 tentang Cipta KerJa 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerin tah Nomof" 26 Tahu n 2008 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Lapuran Dan Evaluasi Penyelenggaraarr Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
20-20- tentang Rencana Pembangunan Jan-gka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangu:nan Dael'aa., Tata CaFa Evaluasi Ranc8:l'}ga:n 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerab dan Rencana 
Kerja Pemerintab Daerab (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tabun 2019 
tentang. Sistem Informasi Pemerintaban Daerah (.Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 900.1.15.5-1317 Tabun 2023 tentang Perubaban 
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nonienklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2009 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tabun 2009 Nomor 
6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 

15. Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 
201(), tentang Rencana Tata Ruang WiIayah Provinsi' Jawa 
Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2U24-20Z6; 

17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2tno' tenta::ng ReITca::na Pembangunart J 'a:rtgka Panjarrg 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2010 
Nomor 7); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 20-14 tentarrg Sistem Perencanaan Pembangunarr 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah fLembaran Daerah Kabupaten Tasikma1:aya Tahun 
2016 Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
fLembaran Da€ran Kabupat€:Fl Tasikmalaya 1'ahun 20-16-
Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
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2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang. Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2024 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 4); 

MEMUTUSKAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOM OR 32 TAHUN 
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 

PASALI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 32) diubah sebagai 
berikut: 

l: . Ketentuan- da lam Pasa1: 2 diubah sehingga be:fbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal2 

(1) Peraturan Bupati ini sebagai dasar penetapan 
Perubahan RKPD dan pedoman penyusunan 
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Semen tara Kabupaten 
Tasikmalaya pada Perubahan Tahun 2024. 

(2) Jangka waktu pelaksanaan RKPD sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) terhitung sejak Peraturan 
Bupati ini ditetapkan. 

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2023 ten tang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2024 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Di n dangkan di Singaparna 
pada tanggal 30 uli 2024-

SEKRETAR S DAERAH 
KABUPATEN ASIKMALAYA 

.~.IL~.IL ..... AD ZE 

Ditetapkan di Singapa rna 
pada tanggal 3: Juli 2024 

BUPATI TASIKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 38 


